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ABSTRAK 
  Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa tidak diduga dan tidak 
disengaja yang terjadi di jalan sehingga mengakibatkan korban manusia/kerugian harta 
benda. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, 
ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan lingkungan. Penyebab 
ketidaklayakan jalan adalah jalan rusak dan berlubang yang sering dijumpai dijalanan 
sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban, maka 
penyelenggara jalan dapat dimitai pertanggungjawaban pidana dan bagaimana bentuk 
pertanggungjawabannya. 
  Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif/doktrinal peraturan 
perundang-undangan (law in books), dengan metode pendekatan perundang-undang 
(statue approach). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. 
  Kecelakaan lalu lintas berdasarkan dalam UULLAJ yang disebabkan 
penyelenggaraan jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang 
rusak. Berdasarkan hasil analisis perspektif Pasal 273 ayat (1),(2) dan (3) UULLAJ 
memberi ruang bagi penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana penjara paling 
sedikit 6 bulan dan paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000 
(seratus dua puluh juta rupiah). 
  Kecelakaan lalu lintas berdasar Pasal 273 UULLAJ memberikan amanat bagi 
penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan. 
Bahwa pihak yang dapat dimitai pertanggungjawaban pidana adalah Kementrian 
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
Kabupaten/Kota. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menggunakan 
teori Vicarious Liability. 
 
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyelenggara Jalan, Kecelakaan, 
UULLAJ 
PENDAHULUAN 
 Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar dalam 
kehidupan masyarakat karena jalan dapat menghubungkan satu daerah ke daerah 
lainnya. Jalan juga sebagai bagian dari transportasi nasional mempunyai peran penting 
terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang 
dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai 
keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk struktur ruang 
dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.1 
 Transportasi merupakan bagian yang sangat penting untuk kebutuhan pergerakan 
manusia maupun angkutan barang, khususnya kendaraan bermotor. Dalam 
transportasi, keselamatan merupakan hal yang serius dan wajib diperhitungkan demi 
menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. 
 Kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah suatu 
peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan 
atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian 
harta benda. Korban akibat kecelakaan lalu lintas terdiri dari beberapa kriteria, antara 
lain korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan. Kecelakaan lalu lintas 
berdasarkan dalam UU LLAJ, terdiri dari: 
a. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;2 
b. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan luka ringan dan keerusakan kendaraan dan/atau 
barang;3 
                                                             
      1Lindrawati R.  “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.  artikel dalam “jurnal hukum”. Hlm 
2 
2 Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ 
3 Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ 
c. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau luka berat.4 
 Dalam Pasal 229 ayat (5) UU LLAJ menyatakan bahwa “kecelakaan lalu lintas 
dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta 
ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan”. Yang dimaksud ketidaklayakan jalan 
adalah jalan rusak dan berlubang, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya 
kecelakaan lalu lintas. 
 Dalam Pasal 24 UU LLAJ diamanatkan bahwa “penyelenggara jalan wajib segera 
dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat menyebabkankecelakaan 
lalu lintas”. Hal ini senada dengan konstitusi negara indonesia dalam Pasal 34 ayat (1) 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara 
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan 
umum yang layak”. 
 Apabila jalan rusak tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas maka 
penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana 
dimaksud dan diatur dalam Pasal 273 ayat (1), (2) dan (3) UULLAJ. 
Pasal 273 
(1)  Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut 
memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga 
menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan 
dan/atau barang, dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau 
denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
                                                             
4 Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ 
paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua 
puluh empat juta rupiah) 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 
120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) 
Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian terpenting dalam penjatuhan pidana 
terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana.  
 Secara singkat Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan 
yang dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar 
larangan itu. Sedangkan pengertian perbuatan dalam frasa dalam perbuatan pidana 
menurut Noyon dan Langemeijer bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif 
berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan negatif mengandung arti tidak 
melakukan sesuatu.5 
 Ketidaklayakan jalan telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila jalan 
yang rusak tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban 
maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur 
dan dimaksud dalam Pasal 273 Ayat (1),(2) Dan (3) UU LLAJ. 
 Terkait dengan pertanggungjawaban terhadap penyelenggara jalan di dalam 
UULLAJ tidak dijelaskan pengertian penyelenggara jalan, sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Akan tetapi jika mengacu pada Undang-undang lain, pengertian 
penyelenggara jalan dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan (UU Jalan) Pasal 1 angka 14 “penyelenggara jalan adalah pihak yang 
melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai 
dengan kewenangannya”. 
                                                             
5 Eddy Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,yogyakarta.cahaya atma pustaka, 2015 hlm 121-122 
 Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap 
penyelenggara jalan dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sehingga mengetahui 
lebih lanjut terkait siapa para pihak yang dapat dimitai pertanggungjawaban pidana 




Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah: 
1. Siapakah para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan adanya 
kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak? 




1. Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana 
Dengan Adanya Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak 
  Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, yang merupakan suatu aturan perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Memberikan beberapa perubahan dalam 
undang-undang yang baru dengan adanya pertanggungjawaban terhadap 
penyelenggara jalan dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari 
jalan yang rusak.  
Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 berdasarkan UULLAJ, terdiri dari: 
a. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang;6 
                                                             
6 Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ 
b. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka 
ringan dan keerusakan kendaraan dan/atau barang;7 
c. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
korban meninggal dunia dan/atau luka berat.8 
 Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, menurut Pasal 229 ayat (5) UULLAJ 
menyatakan bahwa “kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna 
jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan”.  
Kelalaian pengguna jalan (human error) adalah kelalaian yang murni disebabkan oleh 
orang atau pengemudi, misalnya: mengantuk, ugal-ugalan, sakit dll. Sedangkan 
ketidaklayakan kendaraan sendiri adalah kendaraan yang sudah tidak layak beroperasi 
di jalan, misalnya: kendaraan yang termakan usia, kendaraan yang rusak dsb. 
 Ketidaklayakan jalan merupakan tanggungjawab penyelenggara jalan untuk segera 
membenahi dan memperbaiki jalan tersebut menjadi layak. Hal ini sesuai dengan Pasal 
24 UULLAJ bahwa “penyelenggara jalan wajib, segera dan patut untuk memperbaiki 
jalan yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas”. Maka 
penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam 
Pasal 273 ayat (1),(2) dan (3)  UU LLAJ: 
Pasal 273 
(4)  Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut 
memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga 
menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan 
dan/atau barang, dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau 
denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). 
(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
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paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua 
puluh empat juta rupiah) 
(6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 
120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) 
 Berdasarkan Pasal 273 ayat (1), (2) dan (3) UULLAJ memberi ruang bagi penegak 
hukum untuk memberikan sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. 
 Pengertian penyelenggara jalan dapat dilihat diluar UU LLAJ, yakni dalam UU 
jalan. Menurut Pasal 1 angka 14 “penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan 
pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan 
kewenangannya”. 
Penyelengaraan jalan berada pada penguasaan negara, negara mempunyai kekuasaan 
atas jalan, hal ini sesuai dengan UU Jalan Pasal 13 ayat (1) “Penguasaan jalan ada 
pada negara”, Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
memberikan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan penyelenggaraan jalan.9  
Penguasaan jalan pada negara, ini sesuai dengan amanat konstitusi negara indonesia 
dalam pasal 34 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. Bentuk tanggungjawab negara atas 
penguasa dibidang jalan sebagai fasilitas umum, negara memberikan kewenangannya 
kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
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 Pemerintah pusat sendiri membagikan tugasnya kepada menteri selaku pembantu 
pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya yang ditunjuk bertanggungjawab 
dibidang jalan adalah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.10 
Dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2015 tentang KPUPR, bahwa Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki fungsi penyelenggaraan jalan 
melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. Pasal 12 Perpres KPUPR menyatakan bahwa 
Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 Selain pemerintah pusat, penyelenggaraan jalan juga diberikan kepada pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat otonom yang lain 
sebagai badan eksekutif daerah.11 Hal ini sebagai bentuk dari konsep desentralisasi. 
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada 
daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah 
dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan 
kewenangan.12 
 Penyelenggaraan jalan yang diberikan kepada pemerintah daerah meliputi 
pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Wewenang pemerintah provinsi 
dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.13 Wewenang 
pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan 
kabupaten dan jalan desa.14 Untuk pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan 
meliputi penyelenggaraan jalan kota.15 
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12 https://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi. diakses pada tanggal 15 Maret 2018, Pukul. 10:45 
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13 Pasal 15 ayat (1) UU Jalan 
14 Pasal 16 ayat (1) UU Jalan 
15 Pasal 16 ayat (2) UU Jalan 
 Pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak dalam hal terjadinya kecelakaan 
lalu lintas akibat ketidaklaikan jalan. Maka yang perlu dilihat pertama kali adalah 
perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara jalan. Sebelum menjatuhkan 
sanksi pidana atau pemidanaan terhadap penyelenggara jalan. Harus memenuhi unsur-
unsur antara pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidananya. 
Unsur-unsur perbuatan pidana Menurut moeljatno dalam pidatonya dalam rangka Dies 
Natalis Universitas Gajah Mada pada tahun 1955, memisahkan secara tegas antara 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurutnya ada tiga unsur dalam 
perbuatan pidana, antara lain: 
1. Perbuatan (manusia) 
 Pengertian perbuatan dalam frasa perbuatan pidana menurut Noyon dan 
Langemeijer bahwa perbuatan yang dimaksud dengan bersifat dan negatif. 
Perbuatan pidana yang bersifat positif, sama hal dengan jenis delik komisi 
atau Delicta Comissionis yang pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan 
yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan dalam arti negatif 
adalah sama dengan halnya delik omisi atau Delicta Ommisionis atau yaitu 
tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-
undang. 
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil perbuatan) 
 Maksud dari unsur ini, dalam menentukan perbuatan pidana rumusan 
dalam pasal peraturan perundang-undang dlam hal ini Pasal 273 ayat (1), (2) 
dan (3) harus terpenuhi. Dalam rumusan pasal 273 tersebut, rumusan yang 
harus dipenuhi yakni: 
a. Penyelenggara jalan 
b. Tidak segera dan Patut memperbaiki jalan yang rusak 
c. Timbulnya akibat (luka ringan, luka berat dan meninggal dunia) 
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiel perbuatan).16 
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Sifat melawan hukum (wederrechtelijk)dalam unsur ini antara lain:17 
a. Sifat melawan hukum umum merupakan syarat umum untuk 
dipidananya pembuat tindak pidana merupakan bagian tertulis 
dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan perbuatan dapat 
dicela; 
b. Sifat melawan hukum khusus merupaka syarat tertulis untuk 
dipidananya pelaku suatu perbuatan pidana dan bagian tertulis dari 
rumusan delik; 
c.  Sifat melawan formal merupakan suatu bagian tertulis dari rumusan 
delik dan merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya pelaku 
dari suatu perbuatan; 
d. Sifat melawan materiil merupakan pelanggaran terhadap 
kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk 
undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 
 Berpijak pada ketiga unsur tersebut, apabila telah terpenuhi maka dapat dinyatakan 
bahwa terhadap penyelenggara jalan telah melakukan perbuatan pidana maka dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan ditentukannya perbuatan pidana 
terhadap penyelenggara, tidak serta merta semua penyelenggara jalan dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana. Lokasi atau tempat terjadinya tindak pidana (locus 
delicti) juga menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan. 
Locus delicti juga memiliki fungsi dalam menentukan kompetensi relatif dari suatu 
peradilan untuk mengetahui tempat terjadinya perbuatan pidana yang dilalukan 
penyelenggara jalan. Adanya sinkronisasi antara rumusan pasal 273 ayat (1),(2) dan (3) 
UU LLAJ yang menitik beratkan penyelenggara jalan melakukan perbuatan pidana 
berdasarkan wewenangnya, dan menggunakan konsep teori locus delicti untuk 
menentukan tempat perbuatan itu terjadi. Status jalan dapat dikelompokkan atas:18 
                                                             
17 Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Palembang: 2015 hlm. 261 
18 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri pekerjaan umum nomor 03/prt/m/2012 tentang pedoman 
penetapan fungsi jalan dan status jalan 
a. Jalan nasional; 
b. Jalan provinsi; 
c. Jalan kabupaten; 
d. Jalan kota dan 
e. Jalan desa. 
 Ketidaklaiakan jalan yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalau lintas 
dan menimbulkan korban, baik luka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Maka 
terhadap penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pihak yang 
dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pihak penyelenggara yang berwenang 
berdasarkan status jalan. 
Jika dalam hal kecelakaan lalu lintas diakibatkan ketidaklayakan jalan di jalan nasional, 
maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Direktorat Jenderal Bina 
Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
Sedangkan kecelakaan lalu lintas akibat ketidaklayakan jalan di jalan provinsi, maka 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dibidang penyelenggara jalan 
terhadap jalan provinsi adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi. 
Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas akibat ketidaklayakan jalan di ruas jalan 
kabupaten, jalan kota atau jalan desa, maka pihak yang dapat mintai  
pertanggungjawaban pidana adalah UPT Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata 
Ruang Kabupaten/Kota. 
 
2. Bentuk Pertanggungjawaban Yang Dapat Diterapkan Kepada 
Masing-Masing Pihak 
 Bentuk pertanggungjawaban mengenai perbuatan pidana yang dilakukan 
penyelenggara jalan serta penentuan para pihak yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana berdasarkan locus delicti. Untuk melanjutkan proses 
pemidanaan yang dilakukan oleh penyelenggara jalan yang telah memenuhi unsur 
perbuatan pidana sebagaiamana dimaksud dalam pasal 273 ayat (1),(2) dan (3) UU 
LLAJ. “Pemidanaan dalam hukum indonesia adalah suatu proses atau cara untuk 
menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak 
kejahatan dan pelanggaran”.19   
 Pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari perbuatan pidana yang 
dilakukannya dalam hal ini adalah perbuatan pidana dalam pasal 273 ayat (1),(2) dan 
(3) UU LLAJ terhadap penyelenggara jalan yang telah memenuhi unsur perbuatan 
pidana. Bahwa dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar 
adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan. Sehingga konteks dalam 
pertanggungjawaban pidana fokus pada adanya kesalahan yang merupakan sifat 
fundamental dari pertanggungjawaban pidana guna menentukan dapat dipidana atau 
tidaknya.  
 Dalam hal menentukan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana 
penyelenggara jalan. Kesalahan dalam rumusan pasal 273 ayat (1), (2) dan (3) 
UULLAJ, tidak menyebutkan secara jelas apakah delik tersebut memenuhi unsur 
kesengajaan atau kealpaan. Berbeda dengan beberapa pasal lain dalam UULLAJ yang 
mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan, misalnya: Pasal 311 UULLAJ. 
Sedangkan pasal yang mesyaratkan adanya kealpaan adalah pasal 310 UULLAJ. 
Sedangkan kesalahan dalam rumusan pasal 273 ayat (1), (2) dan (3) UULLAJ, tidak 
mensyaratkan kesengajaan atau kealpaan dalam rumusan delik tersebut.  Sehingga 
mengenai unsur sengaja atau kealpaan dapat dilihat pada latar belakang terjadinya 
perbuatan pidana. 
 Selanjutnya mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan 
kepada para pihak sebagai penyelenggara jalan adalah bentuk pertanggungjawaban 
pidana korporasi. Penggunaan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara didasari oleh beberapa hal. 
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Bahwa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah lembaga negara 
yakni kementerian dan instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabuapten/kota 
daerah sehingga dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap subjek 
hukumnya harus jelas. 
 Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek 
hukum pada umumnya ada dua yakni, manusia (naturlijkpersoon) dan badan hukum 
(rechtpersoon). Hukum pidana dalam KUHP sendiri menganut subjek hukum pidana 
yakni manusia, KUHP tidak mengenal badan hukum sebagai subjek hukum pidana. 
Terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat ditemukan di luar KUHP (lex 
spesialis). Adapun subjek hukum pidana korporasi sudah mulai dikenal diindonesia 
sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-undang penimbunan barang. Mulai 
dikenal secara luas dalm undang-undang tindak pidana ekonomi (pasal 15 ayat (1) UU 
Nomor 7 Drt. Tahun 1955).20    
Pengertian korporasi menurut Utrecht/Moh.soleh djindang tentang korporasi adalah:21  
 “Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-bersama 
sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan 
hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak 
dan kewajiban anggota masing-masing” 
 Menurut Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau 
perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, 
memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau menggungat di depan hakim.22 
 Menurut beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia korporasi diartikan 
sebagai perkumpulanorang dan/atau harta kekayaan baik yang berbadan hukum 
maupun tidak berbadan hukum. 
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 Berdasarkan penggolongannya korporasi sebagai badan hukum dapat dibagi 
menjadi korporasi sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata. Yang 
termasuk pada badan hukum publik adalah negara (sebagai badan hukum orisinil) dan 
lembaga negara, atau pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar 
atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang termasuk dalam badan hukum 
perdata antara lain adalah perseroan terbatas, koperasi,yayasan dan badan usaha milik 
negara.23 
Badan hukum publik memiliki dua macam antara lain:24 
a. Badan hukum yang mempunya teritorial 
Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau 
menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau 
wilayahnya, misalnya: Negara, Provinsi dan kabupaten/kota.  
b. Badan hukum yang tidak mempunyai teritoirial 
Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk 
tujuan tertentu saja. Contohnya: Bank Indonesia adalah badan hukum yang 
dibentuk yangberwajib hanya untuk tujuan tertentu saja. 
 Jadi, terhadap para pihak dalam hal ini penyelenggara jalan yakni Direktorat 
Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Bina Marga Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan lembaga negara dan pemerintah, 
dapat dikatakan sebagai korporasi dengan penggolongan sebagai badan hukum publik. 
 Dengan mengacu pada uraian diatas, maka terhadap penyelenggara jalan sebagai 
pihak yang melakukan perbuatan pidana, dengan demikian bentuk 
pertanggungajawabannya adalah menggunakan pertanggungjawaban pidana korporasi. 
Mengenai kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana 
korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut: 25 
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a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 
bertanggungjawab. 
b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. 
c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab. 
Mengenai teori pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam hal korporasi, 
maka perlu mendalami dan memahami teori yang dapat diterapkan kepada 
penyelenggara sebagai terusan dari celaan akibat perbuatan pidana yang dilakukan. 
 Teori yang sering digunakan Indonesia adalah teori strict liability dan vicarious 
laibility. Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak 
mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus 
reus. Strict liability ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability 
without fault). Vicarious liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban 
pengganti, diartikanm sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas 
perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief berpendapat 
bahwa Vicarious liability adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas 
kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih 
berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. 
 Dalam penerapan teori terhadap pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara 
jalan yang melakukan perbuatan pidana dapat diterapkannya teori vicarious liability. 
Dikarenakan dilihat dari terjadinya perbuatan pidana berasal dari pengurus dalam hal 
ini Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan umum dan Bina Marga 
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak 
menjalankan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU 
LLAJ “penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang 
rusak yang dapat menyebabkankecelakaan lalu lintas”. Akibat tidak dijalankannya 
perintah dalam UU LLAJ tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Adanya 
akibat kecelekaaan yang menimbulkan korban baik luka ringan, berat dan meninggal 
dunia, maka terpenuhinya suatu perbuatan pidana. 
 Dalam Pasal 273 ayat (1), (2) dan (3) UU LLAJ yang disebutkan adalah 
penyelenggara jalan, maka berdasarkan pembahasan di atas, ditemukan bahwa 
penyelenggara jalan bukan perseorangan melainkan lembaga negara yakni Direktorat 
Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, untuk penyelenggaraan jalan 
nasional. Sedangkan untuk penyelenggara jalan provinsi dan kabupaten/kota 
dilaksanakan oleh Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Dan 
Kabupaten/Kota. 
 Jika dibandingkan antara vicarious liability dengan strict laibility tampak jelas 
persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak bahwa baik “strict liability” 
maupun “vicarious liability” sama-sama tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan 
pada orang yang dituntut pidana.26 Perbedaannya terletak pada “strict liability crimes” 
pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepadanya, sedangkan 
“vicarious liability” pertanggungjawaban pidana tak langsung.27  
Undang-undang dapat menentukan vicariuos liability, jika terjadi hal-hal sebagai 
berikut:28 
a. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan 
kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Dalam hal ini 
diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggungjawab yang bersifat dilimpahkan 
(the delegation principle); 
b. Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau 
jasmaniah dilakukan oleh buruh atau pekerjanya, jika menurut hukum 
perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (the servants act 
is the maters act in law). 
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Menurut Barda Nawawi, dalam pelaksanaan vicarious liability memiliki batasan, 
dimana seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang 
lain apabila:29 
1. Tidak masuk lingkup pekerjaan atau kewenangannya; 
2. Yang dilakukan employe merupakan perbuatan bantuan/pembantuan (aiding 
dan abetting);  
3. Yang dilakukan employe adalah pecobaan tindak pidana (attempt to commit an 
offence). 
 Direktorat Jenderal Bina Marga yang merupakan pihak yang diberikan delegasi 
oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat untuk mejalankan tugas 
penyelenggaraan jalan nasional, sedangkan Bina Marga diberikan delegasi Oleh Dinas 
Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang untuk penyelenggara jalan provinsi dan 
kabupaten/kota merupakan pendelegasian dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata 
Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
 Antara Direktorat Jenderal Bina Marga dengan Kementerian memiliki hubungan 
atasan dan bawahan. Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan kesatuan dari 
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat untuk menjalankan 
kewenangan kementerian dibidang penyelenggaraan jalan. Sehingga dalam hal terjadi 
perbuatan dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga 
selaku penyelenggara jalan nasional, pertanggungjawaban pidana dapat dimintai pada 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai atasan yang telah 
memberikan delegasi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga. 
 Terhadap penyelenggara jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh 
Bina Marga juga sama dengan pemberian delegasi yang dilakukan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat kepada Direktorat Jenderal Bina Marga. 
Perbedaannya dalam penyelenggaraan jalan provinsi dan kabupaten/kota yang 
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mendelegasikan adalah dinas pekerjaan umum dan tata ruang provinsi/kabupaten 
kepada Bina Marga untuk melaksanakan kewenangan dalam hal penyelengaraan jalan. 
Maka dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Bina Marga sebagai 
penyelenggara jalan provinsi dan kabupaten/kota terhadap pertanggungjawaban 
pidananya dapat digantikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang provinsi 
dan kabupaten/kota sebagai atasan atau pemberi delegasi. 
 
Kesimpulan 
1. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal penyelenggara 
jalan melanggar pasal 273 ayat (1), (2) dan (3) UULLAJ yaitu: 
a. Untuk kecelakaan akibat jalan rusak di sepanjang jalan Nasional maka 
pihak yang bertanggungjawab adalah Dirjen Bina Marga Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
b. Untuk kecelakaan lalu lintas di jalan yang merupakan kewenangan 
penyelenggara jalan provinsi adalah Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum 
Dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi; 
c. Sedangkan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di jalan 
kabupaten atau kota, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
adalah Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah 
Kabupaten/kota. 
2. Bentuk pertanggungajawaban pidana terhadap penyelenggara jalan dalam hal 
terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota 
adalah pertanggungjawaban pidana korporasi dengan berdasarkan teori vicarious 
liability. Penggunaan pertanggungjawaban korporasi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pidana dikarenakan para pihak merupakan lembaga 
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